
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni: 

1. Bahwa penerapan asas kemanfaatan dalam penanganan pelanggaran 

lalu lintas oleh Polresta Gorontalo selama ini tidak maksimal. Tidak 

maksimalnya penerapan asas menfaat tersebut tidak lain karena selama 

ini yang dilakukan aparat penegak hukum termasuk didalamnya Polisi 

lalu Lintas Polres Gorontalo Kota hanya berpedoman kepada asas 

kepastian dan keadilan saja. Dengan demikian asas kemanfaatan telah 

diabaikan. Ada dua asas manfaat yang bisa dipetik dalam penanganan 

kasus pelanggaran lalu lintas yang selama ini terjadi di wilayah hukum 

Kota Gorontalo. Asas menfaat yang pertama adalah terjaganya nama 

pemilik kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap lalu 

lintas di Kota Gorontalo, dan yang kedua adalah kepatuhan pelaku 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika terbukti 

secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas. 

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan asas kemanfaatan dalam 

penanganan pelanggaran lalu lintas terdiri dari: (1) Faktor penegak 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

hukum, (2) Faktor sarana atau fasilitas dan, (3) Faktor kebudayaan atau 

culture.  

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian dalam penulisan karya tulis ini beberapa 

saran yang dapat penulis berikan antara Lain: 

1. Terhadap Undang-undang ini perlu adanya Peraturan Pemerintah yang 

baru bukan mengacu kepada PP Nomor 42 Tahun 1993 Tentang 

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan 

Pasal 4. Oleh selain itu, perlu adanya peninjauan kembali terhadap 

ketentuan Sanksi Pidana agar sesuai dengan kemampuan masyarakat 

serta untuk meminimalisir praktek suap dalam rangka mengganti atau 

menghindari sanksi denda dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2009; 

2. Pelaksanaan Pidana denda Undang-undang ini agar dapat dilaksanakan 

sebaik mungkin maka diperlukan adanya perubahan dalam hal 

paradigma sistem pemidanaan Pasal 280 yo 68 ayat (1) dan Pasal 285 

ayat (1) junto 106 (3) dan Pasal 48 ayat (2) dan (3) dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

di Indonesia dan adanya penyuluhan hukum tentang lalu lintas dalam 

penerapan dan sanksi dilapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

di Indonesia; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Agar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan 

adanya perbaikan saran dan prasarana lalu lintas yang memadai 

khususnya di Kota Gorontalo. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan tentang penyelenggaraan di bidang sarana dan 

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan harus disertai dengan adanya 

peningkatan kualitas dari aparat penegak hukum dengan cara 

memberlakukan system reward bagi aparat penegak hukum khususnya 

polisi lalu lintas yang menajalankan tugasnya dengan baik berupa 

pemberian beasiswa melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih 

tinggi dan bagi yang melanggar ketentuan baik itu menerima suap agar 

diberlakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku. 
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